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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHM:.T TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- 1

bahwa untuk memenuli ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali t:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk dipahas dan disetujui bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan
bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah di evaluasi Menteri
Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2009 dan telah ditindakianjuti
Gubernur bersama DPRD Provinsi DKl Jakarta pada tanggal 14 Januari
2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanj.. Daerah Tahun Anggaran 201G;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1685 tentang Pajak Bumi dan Bangu.aan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambanan
Lembaran Negaia Reg«blik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tal-urn 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Necara
Republik Indonesia Nor. 1or 3568);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentarnig Pajak Daczrah dan
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3€85)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36&8);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Reptblik Indonesia Nomor 4286); ‘

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Non-or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-i:ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomci 53, Tambahan Lembaran Negara Repunlik
Indonesia Nomor 4389); ’

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Fengelolaan Keuargan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R=zpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah b:berapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 ;

Undang-Undang iNorior 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pem srintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),

peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuanjan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon :sia Nomor 4711);

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahurn 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintaly  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tamba':an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Deraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambalian
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4577),

»eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(:05
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintat Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penzrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Inconesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah- Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerirtah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010; -

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah (Lembaran Dierah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2004 Nomor 72

Peraturan Daerah Nontor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Fimpinan dan Anggo.a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tanun 2007 tentang Pckok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Frovinsi Daerah Khusus |bukota
Jakarta Tahun 2008 Namor 10).

Dengan Persetujuan Beisama

DEWAN PERWAKI'.AN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMU TJSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DCAN
BELANJA DAERAH TAHJN ANGGARAN 2010.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1.
2.

M

4)

Pendapatan Daerah Rp 22.172.060.000.000,00
Belanja Daerah Rp :24.285.347.454.000,00
Surplus/(Defisit) “ Rp (2.113.287.454.000,00)

Pernbiayaan Daerah:

a. "Penerimaan Rp 2.500.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 386.712.546.000,00 ‘
Pembiayaan Netto Rp  2.113.287.454.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp C 00
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari : -

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah: Rp 11.824.970.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah ‘ Rp 10.306.090.000.000.00
¢ Lain- lain Pendapatan Daerah yang $;ah sejumiah Rp 41.000.000.000,00

Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Paiak Daerah sejumlah Rp  9.855.150.000.000,00

5. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 436.820.000.00C 00

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 212.840.000.000 00
sejumlah _

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp  1.320.160.000.00C 00

Dara Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sejumlati Rp -10.306.090.000.00C,00
b. Dana Alokasi Umum sejumliah Rp ¢.00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 1,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ,Pbagaumana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ teldm
dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp 41.000.000.00C,00
b Dana Darurat sejumian . Rp C.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 0,00
¢ Dana Penyesuaian dan Otcnomi Khusus sejumiah Rp ¢,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Rp 0,00

Daeran Lainnya sejumiah
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Pesal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud clalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp  8.065.045.962.013,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp 16.220.301.491.987,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pelanja: .

a. Belanja Pegawai sejumliah - Rp 7.586.349.508.013,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp 9.946.000.000,00
c. Belanja Subsidi sejumiah Rp 0,00
d Belanja Hibah sejumian Rp 262.100.000.000 00
e Reianja Bantuan Sosial sejumlati Rp 38.040.000.000,00
f  Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumiah Rp 1.350.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumiah Rp 67.260.454.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimakéud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis beianja:

a. Belanja Pegawai sejumlah ' Rp  1.368.138.453.733,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 8.077.183.821.311.00

c. Belanja Modal sejumlah . _ Rp 6774.979.216.943.00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasail 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumiah Rp  2.500.000.000.000,00
b.  Pengeluaran sejumlah Rp 386.712.546.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebeluminya.(SILPA) sejumiah Rp  2.500.000.000.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daeral Yang Dipisahkan

Sejumlah Rp 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00

f Penerimaan Piutang Daerah sejumla: Rp 0,20

Pengeiuaran sebagaimana dimaksud paca ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal (investasi). Pemerintah Daerah Rp 235.000.00C.000,00
sejumiah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 24.712.546.000 00

d Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 127.000.000.00C 00
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan dan berlaku surut terhitung
sejak tanggal ‘i Januari Tahun 2010.

Agar setiap orang inengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

Diundangkan di Jaxarta
pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
S HBUKQTA JAKARTA,

,
EUMAYAT
NIP.050012362
g

k-:\“;‘i‘_‘:’_‘;—jﬁ"f‘/
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERA-i KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 59 gNOMOR |




